SALINAN

BUPATI TANAH LAUT
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR 56 TAHUN 2023

TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK
SARANG BURUNG WALET DI KABUPATEN TANAH LAUT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TANAH LAUT,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (3)
Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 2
Tahun 2011 tentang Pajak Sarang Burung Walet, dan
dalam rangka memberikan landasan hukum dalam
penerapan sistem pengelolaan pajak Sarang Burung
Walet agar dapat berjalan tertib, efektif, efisien, dan
akuntabel, diperlukan pengaturan tentang Petunjuk
Pelaksanaan Tata Cara Pemungutan Pajak Sarang
Burung Walet di Kabupaten Tanah Laut;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara
Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet di Kabupaten
Tanah Laut;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah
Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965
Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-
Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953
Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);



o

2

. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang

Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3262) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Tahun 2023
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Rebuplik
Indonesia Nomor 6856);

. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang

Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang
Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran
Negara Republik Indoneisa Tahun 2000 Nomor 129,
Tambahan Lembaran negara republik Indonesia Nomor
3987);

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021
tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6736);

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1355) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun
2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6736);

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun
2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor



10.

11.

12.

13.

12 Tahun 2011 tentang Pembentukan  Peraturan
Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja
Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Rebuplik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Rebuplik Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 2016
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5950);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 2
Tahun 2011 tentang Pajak Sarang Burung Walet
(Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2011
Nomor 2); ’

Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah
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Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK SARANG BURUNG WALET

DI KABUPATEN TANAH LAUT.

BAB1I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.
2.

10.

11.

Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.

Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tanah
Laut.

Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Bapenda adalah
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Kepala Bapenda adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten
Tanah Laut.

Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi Wajib
Pajak kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang
bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak
mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan
Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan
kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan
usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan
lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN]), atau Badan Usaha Milik
Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi,‘
koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi
massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan
bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk
usaha tetap.

Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga collocalia, yaitu
collocalia fuchliap haga, collocalia maxina, collocalia esculanta, dan
collocalia linchi.

Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan
dan/atau pengusahaan sarang burung walet. _

Sarang Burung Walet adalah hasil burung walet yang sebagian besar
berasal dari air liur yang berfungsi sebagai tempat untuk bersarang,
bertelur, menetas, dan membesarkan anak Burung Walet.

Objek Pajak Sarang Burung Walet adalah pengambilan dan/atau
pengusahaan Sarang Burung Walet.
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

25.

Subjek Pajak Sarang Burung Walet adalah Pribadi atau Badan yang

.melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan Sarang Burung Walet.

Wajib Pajak Sarang Burung Walet adalah orang Pribadi atau Badan yang
melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan Sarang Burung Walet.
Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat,
dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak.
Masa Pajak Sarang Burung Walet adalah jangka waktu 1 (satu) tahun
kalender yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung,
menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang.

Bagian Pajak Sarang Burung Walet adalah bagian dari jangka waktu 1
(satu) tahun pajak.

Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan
data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang
sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan
penyetorannya.

Penagihan Pajak Sarang Burung Walet adalah serangkaian tindakan agar
Wajib Pajak atau Penanggung Pajak melunasi utang pajak dengan cara
menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan
sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan,
melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan serta menjual
barang yang telah disita.

Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai
kelengkapan pengisian Surat Ketetapan Pajak Daerah dan lampiran-
lampirannya termasuk penilaian tentang kebenaran penulisan dan
penghitungannya.

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan yang menghimpun dan
mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan
berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan
pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau untuk tujuan lain
dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan
perpajakan daerah.

Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD
adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam
administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri
atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban
perpajakannya.

Surat Teguran adalah Surat yang diterbitkan oleh Kepala Badan
Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut untuk menegur Wajib Pajak
Sarang Burung Walet untuk melunasi utang pajaknya.

. Surat Paksa adalah Surat perintah membayar utang pajak dan biaya

penagihan pajak.

. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah

Surat untuk melakukan tagihan pajak Sarang Burung Walet dan/atau
sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.

Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD
adalah Surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan
penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan
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26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.
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objek pajak dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah
bukti pembayaran atau penyetoran pajak Sarang Burung Walet yang
telah dilakukan derigan menggunakan formular atau telah dilakukan
dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang
ditunjuk oleh Kepala Daerah.

Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah
surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak
yang terutang.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat
SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya
jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan
pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah
pajak yang masih harus dibayar.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya
disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan
tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN
adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak
sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan
tidak ada kredit pajak.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat
SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah
kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar
daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan
kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan
ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan
daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat
Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar,
Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan
Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah lLebih Bayar, Surat
Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat
Keputusan Keberatan.

Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan
terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak
Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan
Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah
Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap
pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib
Pajak.

Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding
terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
Banding adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak
atau penanggung pajak terhadap suatu keputusan yang dapat diajukan
banding, berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang
berlaku.



(1)

(3)

“)

(5)

BAB II
NAMA, OBJEK, SUBJEK, DAN WAJIB PAJAK

Pasal 2

Dengan nama Pajak Sarang Burung Walet dipungut atas kegiatan
pengambilan dan/atau pengusahaan Sarang Burung Walet

Objek Pajak Sarang Burung Walet adalah pengambilan dan/atau
pengusahaan Sarang Burung Walet.

Tidak termasuk Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah
pengambilan Sarang Burung Walet yang telah dikenakan Penerimaan
Negara Bukan Pajak.

Subjek Pajak Sarang Burung Walet merupakan orang pribadi atau badan
yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang burung
walet.

Wajib Pajak Sarang Burung Walet merupakan orang pribadi atau badan
yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang burung
walet.

BAB III
JENIS PENETAPAN, MASA, TARIF, DASAR PENGENAAN, DAN
TATA CARA PENGHITUNGAN PAJAK

Pasal 3

Pajak Sarang Burung Walet adalah jenis pajak yang dibayar sendiri
berdasarkan perhitungan oleh Wajib Pajak (Self Assessment).

Pasal 4

Masa Pajak Sarang Burung Walet adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender
yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, melaporkan, dan
menyetor pajak yang terutang.

Pasal 5

Tarif pajak ditetapkan sebesar 5% (lima persen).

(1)
(@)

(3)

Pasal 6

Dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet merupakan nilai jual
sarang burung walet. |
Nilai jual sarang burung walet dihitung berdasarkan perkalian antara
harga pasaran umum sarang burung walet yang berlaku di daerah yang
bersangkutan dengan volume sarang burung walet.

Penghitungan besaran pokok Pajak Sarang Burung Walet dilakukan
dengan mengalikan tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
dengan dasar pengenaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).




(1)

(2)
(3)

(1)

(2)

(1)
(2)
(3)
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BAB IV
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK

Bagian Kesatu
Pendaftaran

Pasal 7

Setiap Wajib Pajak wajib mendaftarkan diri dan melaporkan usaha atau

Objek Pajak dengan menggunakan formulir pendaftaran Wajib Pajak

kepada Bapenda.

Formulir pendaftaran Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

diambil sendiri oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak di Bapenda.

Formulir pendaftaran Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

harus diisi dan ditulis dengan benar, jelas, dan lengkap, serta

ditandatangani oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dengan

melampirkan:

a. fotokopi identitas diri (Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP),
Surat Izin Mengemudi (SIM), Paspor);

b. fotokopi akta pendirian perusahaan;

c. surat keterangan domisili tempat usaha; dan

d. Surat Kuasa apabila pemilik/pengelola usaha/penanggung jawab
berhalangan dengan disertai fotokopi Kartu Tanda Penduduk
Elektronik (e-KTP)/Surat Izin Mengemudi (SIM)/Paspor dari pemberi
kuasa.

Pasal 8

Wajib Pajak yang telah mendaftarkan usahanya sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 7 ayat (1), Kepala Bapenda menerbitkan:

a. Surat Pengukuhan sebagai wajib Pajak dengan sistem pemungutan
pajak yang dikenakan; dan

b. NPWPD.

Apabila Wajib Pajak tidak mendaftarkan kegiatan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 7 ayat (1), Kepala Bapenda menerbitkan NPWPD secara

jabatan berdasarkan data yang dimiliki atau diperoleh oleh Bapenda.

Bagian Kedua
Pendataan

Pasal 9

Wajib Pajak yang telah memiliki NPWPD, setiap awal triwulan wajib
mengisi SPTPD masa pajak triwulan lalu. ¢

SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diisi dengan jelas,
benar, dan lengkap serta ditandatangani olehWajib Pajak atau Kuasanya.
SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disampaikan kepada
Kepala Bapenda selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah
berakhirnya masa pajak.



(4)
(5)

(1)

(3)

()

(1)
(2)

Apabila batas waktu penyampaian SPTPD jatuh pada hari libur, maka
batas waktu penyampaian SPTPD jatuh pada satu hari kerja berikutnya.
Penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat(1), harus disertai
lampiran dokumen berupa:

data W&jib Pajak;

alamat Wajib Pajak;

jenis usaha; dan

rekapitulasi penerimaan masa pajak bersangkutan yang disusun dari
bukti pembayaran.

oo

Bagian Ketiga
Penetapan Pajak

Pasal 10

Setiap Wajib Pajak wajib menghitung, memperhitungkan, membayar, dan
melaporkan sendiri pajak yang terutang kepada Kepala Bapenda.

Wajib Pajak dalam menghitung, memperhitungkan, dan melaporkan
sendiri pajak yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
menggunakan SPTPD.

Berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Wajib Pajak
menyetorkan pajak terutang dilengkapi dengan SPTPD dan SSPD,
kemudian Bapenda memverifikasi penyetoran dengan lampiran
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5), selanjutnya Bapenda
menerbitkan SKPD.

Bapenda menetapkan pajak secara jabatan bagi Wajib Pajak yang tidak
mengembalikan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3).
Apabila SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak atau kurang
dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak masa
pajak jatuh tempo, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar
2% (dua persen) sebulan dan ditagih dengan menerbitkan SKPDKB dan
disetorkan menggunakan SSPD. '

Pasal 11

Dalam \jangka 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Bapenda

menerbitakan SKPDKB, SKPDKBT, atau SKPDN.

SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan:

a. apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak
yang terutang tidak atau kurang dibayar, dikenakan sanksi
administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung
dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu
paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat
terutangnya pajak; dan

b. apabila SPTPD tidak disampaikan dalam jangka waktu yang
ditentukan dan telah ditegur secara tertulis, dikenakan sanksi
administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung
dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu




(3)

(4)

(5)

(6)

(1)

(2)

(4)
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paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat.

terutangnya pajak; dan
c. apabila kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang
terutang dihitung secara jabatan dan dikenakan sanksi administrasi
berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima perséin) dari pokok
pajak ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua
persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat
dibayar untuk jangka paling lama 24 (dua puluh empat) bulan
dihitung sejak saat terutangnya pajak.
SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan apabila
didata baru atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan
penambahan jumlah pajak yang terutang, akan dikenakan sanksi
administratif berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah
kekurangan pajak tersebut.
Apabila kewajiban membayar pajak terutang dalam SKPDKB dan
SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), tidak atau
tidak sepenuhnya dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan,
ditagih dengan menerbitkan STPD ditambah dengan sanksi administratif
berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan.
Penambahan jumlah pajak yang terutang sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), tidak dikenakan apabila Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum
dilakukan Tindakan pemeriksaan.
SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan apabila jumlah
pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak tidak
terutang dan tidak ada kredit pajak.

Pasal 12

Pajak terutang dihitung secara jabatan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 11 ayat (2) adalah penetapan besarnya pajak terutang dilakukan

oleh Kepala Bapenda berdasarkan data yang dimiliki Bapenda.

Penetapan pajak secara jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan apabila:

a. Wajib Pajak tidak menyelenggarakan pembukuan dan pencatatan
omzet usahanya;

b. Wajib Pajak menyelenggarakan pembukuan dan pencatatan tetapi
tidak lengkap dan/atau tidak benar;

c. Wajib Pajak tidak mau menunjukkan pembukuan dan/atau menolak
memberikan keterangan pada saat dilakukan pemeriksaan; dan

d. Wajib Pajak yang tidak menggunakan resi atau tanda bukti
pembayaran dalam bentuk apapun yang berseri dan bernomor urut.

Sebelum dikenakan perhitungan pajak secara jabatan, petugas pemeriksa

telah melakukan prosedur pemeriksaan sesuai ketentuan peraturan

perundang-undangan. '

Penetapan pajak secara jabatan dapat didasarkan pada omzet yang

diperoleh melalui salah satu atau lebih dari 2 (dua) cara/metode

pemeriksaan dengan tahapan prioritas sebagai berikut:




(9)

(7)

(8)

(1)

(2)

3)

(4)

(1)
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a. Dberdasarkan hasil pengamatan langsung di lokasi usaha Wajib
Pajak; dan
b. berdasarkan data pembanding.
Pemeriksaan berdasarkan hasil pengamatan langsung di lokasi usaha
Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, dilakukan
sekurang-kurangnya sebanyak 3 (tiga) kali sesuai jam operasi baik secara
terus menerus maupun berselang.
Berdasarkan hasil pengamatan langsung sebagaimana dimaksud pada
ayat (5), omzet/penerimaan ditaksir dan dihitung berdasarkan rata-rata
jumlah transaksi.
Pemeriksaan berdasarkan data pembanding sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) huruf b, dilakukan dengan cara membandingkan kondisi usaha
Wajib Pajak dengan kondisi usaha yang sejenis atau sekelas antara lain
dari fasilitas, kapasitas, klasifikasi lokasi usaha, dan lain-lain secara
proporsional atau kondisi usaha antara tahun atau bulan sebelumnya.
Data pembanding sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat diperoleh
berdasarkan data yang ada di Perangkat Daerah atau sumber lain yang
dapat dipercaya.

Bagian Keempat
Penyetoran Pajak

Pasal 13

Berdasarkan hasil kegiatan pengambilan sarang burung walet yang
dilaksanakan setiap kali panen, ditetapkan dengan jumlah pajak yang
telah terutang untuk masa atau bulan yang bersangkutan.

Jumlah pajak terutang disetorkan ke Kas Daerah atau Bank yang
ditunjuk, paling lama 30 (tiga puluh} hari setelah berakhirnya masa Pajak
dengan mempergunakan SSPD.

SSPD yang sudah ditandatangani dan dicap tertentu oleh Kas Daerah
atau Bank yang ditunjuk, dilampirkan pada SPTPD yang akan
disampaikan ke Bapenda sebagai laporan.

Keterlambatan penyetoran pajak akan dikenakan sanksi administrasi
berupa bunga sebesar 2% (dua persen) perbulan dari pokok pajak
maksimal keterlambatan selama 24 (dua puluh empat) bulan dan
pengenaan denda keterlambatan mempergunakan STPD.

Bagian Kelima
Penagihan Pajak

Pasal 14

Kepala Bapenda dapat menerbitkan STPD apabila: ,

a. SKPDKB, SKPBKBT, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan
Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar
setelah jatuh tempo pembayaran;

b. dari hasil penelitian SPTPD dapat kekurangan pembayaran sebagai
akibat salah tulis dan/atau salah hitung; dan/atau



(2)

(1)

(2)

(3)

(4)
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c. Wajib .Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga atau
denda.

Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

dan huruf b, berupa pokok Pajak yang kurang dibayar ditambah dengan

pemberian sanksi admintrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen)

setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat

terutangnya Pajak.

Pasal 15

Tahapan pelaksanaan penagihan pajak terutang yang tidak bayar atau

kurang bayar setelah jatuh tempo pembayaran, diatur sebagai berikut:

a. surat peringatan atau surat teguran atau surat lain yang sejenis
sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak dikeluarkan 1
(satu) bulan kalender sejak saat jatuh tempo pembayaran;

b. dalam jangka waktu 1 (satu) bulan kalender setelah tanggal surat
peringatan atau surat teguran atau surat lain yang sejenis, Wajib
Pajak harus melunasi pajak yang terutang; dan

c. apabila jumlah pajak yang belum dibayar tidak dilunasi dalam jangka
waktu sebagaimana ditentukan dalam Surat Peringatan atau Surat
Teguran atau surat lain yang sejenis, Kepala Bapenda menerbitkan
Surat Paksa setelah lewat 3 (tiga) bulan kalender sejak Surat
Peringatan atau surat Teguran atau surat lain yang sejenis.

Ketentuan mengenai pelaksanaan penagihan pajak dengan Surat Paksa

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaan penagihan pajak dengan Surat Paksa tidak mengakibatkan

penundaan hak Wajib Pajak mengajukan keberatan pajak serta

mengajukan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan, dan
penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi.

Apabila pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 14

(empat belas) hari setelah tanggal Surat Paksa, Kepala Bapenda segera

menerbitkan Surat Perintah melaksanakan penyitaan.

Pasal 16

Penagihan pajak dapat dilakukan seketika dan sekaligus tanpa menunggu
jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1),
apabila:

a.

b.

Wajib Pajak atau Penanggung Pajak akan meninggalkan daerah untuk
selama-lamanya atau berniat untuk itu; dan/atau

Wajib Pajak atau Penanggung Pajak memindahkan barang yang dimiliki
atau dikuasai dalam rangka menghentikan kegiatan atau pekerjaan yang
dilakukan.




(1)
(2)
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Bagian Keenam
Pengurangan, Keringanan, dan Pembebasan Pajak

Pasal 17

Bupati berdasarkan permohonan Wajib Pajak dapat memberikan

pengurangan, keringanan, dan pembebasan pajak.

Permohonan Wajib Pajak diajukan secara tertulis kepada Bupati melalui

Kepala Bapenda dengan menggunakan Bahasa Indonesia dengan

sekurang-kurangnya memuat nama dan alamat Wajib Pajak, jenis Pajak

selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum jatuh tempo
pembayaran, sekurang-kurangnya dilampiri dengan:

a. besarnya pajak terutang;

b. kemampuan keuangan Wajib Pajak yang didukung oleh keterangan/
bukti sah dari pihak berwenang dan bagi Wajib Pajak badan usaha
harus melampirkan laporan keuangan yang sah;

c. pemberian persetujuan paling lama 3 (tiga) bulan sejak permohonan
Wajib Pajak diterima dengan ketentuan:

1) pengurangan maksimal 50% (litma puluh persen) dari besarnya
pajak terutang;

2) keringanan berupa pelunasan pajak selama-lamanya 1 (satu)
tahun; dan

3) apabila setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan Bupati tidak
memberikan keputusan, permohonan Wajib Pajak dianggap
dikabulkan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat

(2)-

BABV
KEBERATAN DAN BANDING

Bagian Kesatu
Keberatan

Pasal 18

Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati dalam hal ini
Kepala Bapenda atas SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, dan/atau SKPDN Pajak
Sarang Burung Walet.

(1)

()

Pasal 19

Penyelesaian keberatan atas surat ketetapan pajak sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 18 dilaksanakan oleh Bapenda dengan memproses
penyelesaian keberatan untuk jumlah ketetapan pajak (pokok pajak
berikut sanksi administrasi).

Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan untuk beberapa surat
ketetapan pajak dengan objek pajak (tempat usaha) yang sama
diselesaikan secara bersamaan di Bapenda.




(3)

(4)
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Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan untuk surat ketetapan

pajak yang telah dilakukan tindakan penagihan pajak dengan Surat

Paksa, diselesaikan melalui Tim Pertimbangan Keberatan Pajak yang

ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Bapenda.

Permohonan keberatan yang diajukan Wajib Pajak harus memenuhi

persyaratan sebagai berikut:

a. permohonan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia,
dengan disertai alasan-alasan yang jelas;

b. dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan atas ketétapan
pajak secara jabatan, Wajib Pajak harus dapat membuktikan
ketidakbenaran ketetapan pajak tersebut;

c. surat permohonan keberatan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan
dalam hal permohonan keberatan dikuasakan kepada pihak lain
harus dengan melampirkan surat kuasa;

d. surat permohonan keberatan diajukan untuk satu surat ketetapan
pajak dan untuk satu tahiin pajak atau masa pajak dengan
melampirkan fotokopinya; dan

e. permohonan keberatan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3
(tiga) bulan sejak surat ketetapan pajak diterima oleh Wajib Pajak,
kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka
waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar
kekuasaannya.

Pasal 20

Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar pajak dan
pelaksanaan penagihan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

(1)

(3)

(4)

Pasal 21

Dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat
keberatan diterima, Kepala Bapenda harus memberikan keputusan atas
keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak, yang dituangkan dalam surat
keputusan keberatan.

Surat keputusan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat
berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah
besarnya pajak yang terutang.

Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat(l) telah lewat,
dan Kepala Bapenda tidak memberikan jawaban, maka keberatan yang
diajukan Wajib Pajak dianggap dikabulkan.

Keputusan keberatan tidak menghilangkan hak Wajib Pajak untuk
mengajukan permohonan mengangsur pembayaran.



(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

(1)
(2)

(3)

(4)
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Pasal 22

Kepala Bapenda karena jabatannya atau atas permohonan Wajib Pajak
dapat membetulkan surat keputusan keberatan Pajak Sarang Burung
Walet yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan
hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-
undangan tentang Pajak Sarang Burung Walet.

Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
disampaikan secara tertulis oleh Wajib Pajak kepada Kepala Bapenda
paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima surat (petikan)
putusan keberatan dengan memberikan alasan yang jelas.

Bagian Kedua
Banding

Pasal 23

Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada
Pengadilan Pajak, terhadap keputusan mengenai keberatan yang
ditetapkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuknya.

Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan secara
tertulis dalam Bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas, dalam jangka
waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak keputusan keberatan diterima,
dengan dilampirkan salinan dari surat keputusan tersebut.

Pengajuan permohonan banding tidak menunda kewajiban membayar
pajak dan pelaksanaan penagihan pajak.

Pasal 24

Terhadap 1 (satu) keputusan keberatan, diajukan 1 (satu) surat banding.

Terhadap banding dapat diajukan surat pernyataan pencabutan kepada

Pengadilan Pajak.

Banding yang dicabut sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dihapus dari

daftar sengketa dengan:

a. penetapan Ketua dalam hal surat pernyataan pencabutan diajukan
sebelum sidang dilaksanakan; dan

b. putusan Majelis Hakim/Hakim Tunggal melalui pemeriksaan dalam
hal surat pemyataan pencabutan diajukan dalam sidang atas
persetujuan terbanding.

Banding yang telah dicabut melalui penetapan atau putusan sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) tidak dapat diajukan Kembali.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Tanah Laut.

AT TITA Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 2 Mei 2023

. BUPATI TANAH LAUT,
b § s Ttd
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H. SUKAMTA

Diundangkan di Pelaihari
pada tanggal 2 Mei 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT,
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H. DAHNIAL KIFLI
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